
B U P A T I GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR CD TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA 

K E R J A DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak perlu dilakukan 

Penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR SO TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA 

KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Menimbang: a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak perlu dilakukan 

Penyesuaian Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak,
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal i terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); 

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 

9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 

2021 Nomor 4); 

Mengingat : & Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah- daerah Tingkat II di SulawesilLembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237), 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 

9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 

2021 Nomor 4), 

sate 
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MEMUTUSKAN; 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

TATA K E R J A DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak ( Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 

2016 Nomor 49) diubah menjadi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan membawahkan: 

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Ekonomi; 

2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan 

3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Kualitas Keluarga. 

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan KhususAnak 

membawahkan: 

b. Seksi Perlindungan Perempuan; 

c. Seksi Perlindungan Khusus Anak;dan 

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 

MEMUTUSKAN, 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 

TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 49 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak ( Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 

2016 Nomor 49) diubah menjadi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak terdiri dari: 

a. Kepala Dinas, 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 

c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan membawahkan: 

1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Ekonomi, 

2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Sosial, Politik dan Hukum, dan 

3. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Kualitas Keluarga. 

d.Bidang Perlindungan Perempuan dan KhususAnak 

membawahkan: 

b. Seksi Perlindungan Perempuan, 

c. Seksi Perlindungan Khusus Anak,dan 

3. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 
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e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

2. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas sabagaimana dimaksud dalam 

pasal 10, Bidang pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga; 

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga; 

c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga; 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 

politik hukum dan kualitas keluarga; 

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga; 

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 

. Ketentuan pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas sabagaimana dimaksud dalam 

pasal 10, Bidang pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga, 

b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga, 

C. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga, 

d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 

politik hukum dan kualitas keluarga, 

e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga, 

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di 
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bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga. 

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

danpemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 

politik hukum dan kualitas keluarga; 

h. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga; 

i . penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum 

dan kualitas keluarga; 

j . penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga; 

k. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

1. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum 

dan kualitas keluarga; 

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; 

n. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender; 

o. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan 

p. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan 

bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas 

keluarga. 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender 

danpemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, 

politik hukum dan kualitas keluarga, 

penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga, 

penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum 

dan kualitas keluarga, 

penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan 

kualitas keluarga, 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, 

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum 

dan kualitas keluarga, 

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang 

ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, 

penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender, 

penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan 

penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, dan 
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q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga 

r. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi kedinasan. 

3. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasal 12 

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan, membawahkan ; 

a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Ekonomi; 

b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Sosial Politik dan Hukum; dan 

c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Kualitas Keluarga. 

4. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasal 13 

(1) Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Ekonomi mempunyai tugas : 

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, 

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi. 

g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

sosial, politik hukum dan kualitas keluarga 

r. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi kedinasan. 

3. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 12 

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan, membawahkan : 

a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Ekonomi, 

b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Sosial Politik dan Hukum, dan 

c. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Kualitas Keluarga. 

4. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

(l) Seksi Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan bidang Ekonomi mempunyai tugas : 

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, 

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, 
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e. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidemg ekonomi, 

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, 

g. memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan 

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, 

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, 

i . menyiapkan forum koordinasi penjnisunan kebijakan, 

pengumpulan, pengelola, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang ekonomi, 

j . menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan menyiapkan data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, 

k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

1. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang ekonomi, 

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, 

n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di 

bidang ekonomi, menyiapkan standarisasi lembaga 

penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan. 

menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, 

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang ekonomi, 

memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan 

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi, 

. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, 

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, 

pengumpulan, pengelola, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang ekonomi, 

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis, dan menyiapkan data dan 

informasi gender di bidang ekonomi, 

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, 

menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang ekonomi, 

. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervise penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, 

. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di 

bidang ekonomi, menyiapkan standarisasi lembaga 

penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang 

ekonomi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, 
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pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi; dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai 

tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum, 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum, 

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum, 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 

politik dan hukum, 

g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum. 

pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang ekonomi, dan 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(2) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai 

tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum, 

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum, 

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang sosial, politik dan hukum, 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan 

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, 

politik dan hukum, 

menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum, 
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h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

i . menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum, 

j . menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, 

politik dan hukum, 

k. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

1. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum, 

m. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di 

bidang sosial, politik dan hukum, 

n. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum dan pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum;dan 

o. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga; 

h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

i. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum, 

j. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, 

politik dan hukum, 

k. menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang sosial, politik dan 

hukum, 

Il. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum, 

m. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di 

bidang sosial, politik dan hukum, 

n. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan 

hukum dan pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang sosial, politik dan hukum,dan 

Oo. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

(3) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan Bidang Kualitas Keluarga mempunyai tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga, 
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b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga; 

d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksananaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 

e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksananaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga, pemantauan, 

analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga; 

g. menyiapkan perumusan kebijakan, pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga; 

h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; 

i . menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga; 

j . menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang kuaditas 

keluarga; 

k. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas 

keluarga; 

SO 

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, 

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga, 

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksananaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, 

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pelaksananaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, 

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidang kualitas keluarga, pemantauan, 

analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pelaksanaan pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga, 

menyiapkan perumusan kebijakan, pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga, 

. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi gender di bidang kualitas keluarga, 

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga, 

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas 

keluarga, 

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas 

keluarga, 
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1. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga; 

m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penydia layanan peingkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dan 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di 

bidang kualitas keluarga; dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

5. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi 

sebagai ber ikut: 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak 

6. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut: 

Pasal 14 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak 

mempunyai tugas: 

a. melaksanakan sebagian urusan dinas di Bidang 

Perlindungan Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak 

Anak; dan 

b. melaksanakan tugas -tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

7. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai ber ikut: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 14, Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak 

mempunyai fungsi : 

Bagian Keempat 

Pasal 15 

«Te 

Il. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

gender di bidang kualitas keluarga, 

m. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penydia layanan peingkatan kualitas keluarga dalam 

mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dan 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi gender di 

bidang kualitas keluarga, dan 

n. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

5. Ketentuan BAB IV Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Bagian Keempat 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak 

6. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 14 

Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak 

mempunyai tugas: 

a. melaksanakan sebagian urusan dinas di Bidang 

Perlindungan Perempuan, Khusus Anak dan Pemenuhan Hak 

Anak, dan 

b. melaksanakan tugas -—tugas lainnya sesuai dengan tugas 

kedinasan. 

7. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 14, Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak 

mempunyai fungsi : 

uu A WABUP Pen  
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a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

e. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

f. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

g. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 
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. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan 

penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang, 

. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang, 

. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 

perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 
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h. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

i. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

j . penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

k. penjdapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

1. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang; 

m. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

n. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

“3 

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 

korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban 

kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang, 

. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus 

serta dari tindak pidana perdagangan orang, 
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o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 

p. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak; 

q. penyiapan forum koordinasi penjrusunan kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak; 

r. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak; 

s. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

di bidang perlindungan khusus anak; 

t. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak; 

u. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus amak; 

V. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

w. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; 

X. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; 

y. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak; 

z. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

aa. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

bb. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

sifat 

. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan 

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di 

bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan 

khusus anak, 

. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak, 

penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang 

perlindungan khusus anak, 

. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

di bidang perlindungan khusus anak, 

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di 

bidang perlindungan khusus anak, 

. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, 

. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, 

. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, 

. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan di bidang perlindungan khusus anak, 

. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, 

. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

aa.penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

bb.penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, 
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cc. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; 

dd. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak; 

ee. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 

anak; 

ff. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya; 

gg. penyiapan forum koordinasi penjoisunan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya; 

hh. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak 

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya; 

ii. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya; 

j j . penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya; 

Cc. 

s3 

penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, 

dd.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

Ce. 

28. 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, 

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan 

anak, 

penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak 

terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, 

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta 

pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, 

penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya, 

penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak 

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya, 

penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya, 

. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan 

partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya, 
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kk. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya; 

11. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 

dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya; 

mm. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak; 

nn. penyiapan forum koordinasi pen5msunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

0 0 . penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pemenuhan hak anak; 

pp. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

qq. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak anak; 

rr. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak; 

ss. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha; 

tt. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningatan kualitas hidup anak; dan 

uu. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. 
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kk.penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, 

informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan 

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, 

kreativitas dan kegiatan budaya, 

Il. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi 

dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, 

kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas 

dan kegiatan budaya, 

mm.penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, 

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang 

pemenuhan hak anak, 

nn. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak anak, 

coo.penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di 

bidang pemenuhan hak anak, 

pp.penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak anak, 

gg.penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan 

informasi di bidang pemenuhan hak anak, 

rr. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis 

dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak 

anak, 

ss. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga 

pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, 

tt. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningatan kualitas hidup anak, dan 

uu. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian 

data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak. 
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w. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi kedinasan. 

8. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bidang Perlindungan Perempuan, dan Khusus Anak 

membawahkan : 

a. Seksi Perlindungan Perempuan; 

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan 

c. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 

9. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, 

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, 

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang. 

Pasal 16 

sTF- 

vv. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas dan 

fungsi kedinasan. 

8. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bidang 

Pasal 16 

Perlindungan Perempuan, dan Khusus Anak 

membawahkan : 

a. Seksi Perlindungan Perempuan, 

b. Seksi Perlindungan Khusus Anak, dan 

c. Seksi Pemenuhan Hak Anak. 

9. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas: 

a. menyiapkan perumusan  kebjakan di bidang 

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di 

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan 

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang 

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi 

khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, 

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, 

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang, penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan 

kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, 

di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan 

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan 

orang, 
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d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang, 

e. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan perlindungan perempuan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang, pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang, 

f. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

di bidang perlindungan perempuan, menyiapkan forum 

koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

di bidang perlindungan perempuan, 

g. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

di bidang perlindungan perempuan penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang perlindungan perempuan serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas 

kedinasan. 

(2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan, menyiapkan forum 

koordinasi penyusunan kebijakan, 

b. menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menjdapkan 

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan. 

-18- 

d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang, 

e. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan perlindungan perempuan dan 

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam 

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana 

perdagangan orang, pemantauan, analisis, evaluasi dan 

pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan 

dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 

dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak 

pidana perdagangan orang, 

f. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

di bidang perlindungan perempuan, menyiapkan forum 

koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

di bidang perlindungan perempuan, 

g. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi 

di bidang perlindungan perempuan penyiapan 

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang perlindungan perempuan serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas 

kedinasan. 

(2) Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas : 

a. Penyiapan perumusan kebijakan, menyiapkan forum 

koordinasi penyusunan kebijakan, 

b. menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan 

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, 
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menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan, menyiapkan bahan pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi penerapan kebijakan, 

c. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus, pemantauan, analisis, evaluasi 

dan pelaporan penerapan kebijakan, 

d. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi, 

e. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi, penyiapan fasilitasi, 

sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus; dan melaksanakan pemantauan, 

analisis, evaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang perlindungan khusus anak, dan 

i . melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas 

kedinasan. 

(3) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan forum 

koordinasi penyusunan kebijakan, 

b. menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan 

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan. 

-1O- 

menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan, menyiapkan bahan pemberian bimbingan 

teknis dan supervisi penerapan kebijakan, 

menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus, pemantauan, analisis, evaluasi 

dan pelaporan penerapan kebijakan, 

menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi, 

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan 

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan 

penyajian data dan informasi, penyiapan fasilitasi, 

sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, 

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi, 

menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga 

penyedia layanan bagi anak yang memerlukan 

perlindungan khusus, dan melaksanakan pemantauan, 

analisis, evaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang perlindungan khusus anak, dan 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas 

kedinasan. 

(3) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas: 

a. menyiapkan perumusan kebijakan, menyiapkan forum 

koordinasi penyusunan kebijakan, 

menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan 

koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, 
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menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan, 

c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 

pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia 

usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya, 

d. menyiapkan perumusan kajian, pemantauan, analisis, 

evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas 

kedinasan. 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal X}- Pe^rv^»^^ 2^^/ 

PATI (SORONTALO, 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 7^ Ve<iet^^e(^ 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

NELSON ALINGO 
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menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi 

kebijakan, 

c. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak 

pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia 

usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, 

pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan 

kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan 

budaya, 

d. menyiapkan perumusan kajian, pemantauan, analisis, 

evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

dan informasi di bidang pemenuhan hak anak, dan 

e. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas 

kedinasan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 27 peremearn. 202) 

ORONTALO, T    
Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 27 Veselnber 9oar 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO, 

se 

IJAH U. TAYEB 
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